PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
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KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAMBI
Nomor :4% I KPTS/DKP-1.1/2025

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI
TAHUN 2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

Menimbang : a. Bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat
diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.

b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan
Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang — Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu
menetapkan Daftar Informasi Publik;

(o Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18
Peraaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeridan Pemerintah Daerah berkewajiban membuat
Daftar Informasi Publik;

d. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Informasi
Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi
Publik dan mempertimbangkan perkembangan informasi
di lapangan, perlu Penetapan Daftar Informasi Publik
setiap tahun;

e. Bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, b, ¢ dan d maka perlu
menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Jambi tentang Penetapan Daftar
Informasi Publik Tahun 2025 di lingkup Dinas Kelautan

dan Perikanan Provinsi Jambi.
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Mengingat @ 1, Undang - Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957
tentang  Pembentukan Daerah-Daerah  Swatantra
Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi dan Riau
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957
Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19
Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan
Riau Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1646);

2. Undang-UndangNomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

3. Undang - Undang Nomor2S5S Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang - undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang -
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

(& Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor
6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun
2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
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10.

11.

12

13.

Peraturan  Menteri Komunikasi dan Informatika

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi

dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1026);
PeraturanKomisilnformasiNomor 1 Tahun 2021
tentang Standar Layanan Informasi P.ublik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor
37);

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi
Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jambi Nomor 8) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi
Jambi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);

Peraturan Gubernur Jambi Nomor 45 Tahun 2018
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, serta Tata
Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018
Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Jambi Nomor 5 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi
Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi (Berita
Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020 Nomor 5);
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MENETAPKAN
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN

Daftar Informasi Publik pada Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam lampiran
Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU terdiri atas informasi publik yang wajib disediakan
dan informasi publik yang dikecualikan.

Informasi publik yang wajib disediakan sebagaimana
dimaksud dalam diktum KEDUA terdiri atas informasi publik
yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan
informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam
diktum KEDUA didasarkan atas pertimbangan peraturan
perundang — undangan yang berlaku, asas kepatutan dan asas
kepentingan umum serta bersifat ketat dan terbatas.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jambi
PadaTanggal : 28 Agustus2025

1120 199403 1 006
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DAFTAR INFORMAS| PUBLIK 2025
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAMBI
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. |Rencana Strategis Rencana Strategis DKP Provinsi Jambi Tahun  |Subbag Program, Sekretaris 2021 Soft Copy 5 Tahun https.//ppid jambiprov.go.id/front/dok
2021 - 2026 Kepegawaian dan umen/detail/300346577
Pelaporan
. | Struktur Organisasi Struktur Organisasi Subbag Program, Sekretaris 2016 Soft Copy Selama Berlaku | https./ppid jambiprov go.id/front/dok
dan Profil Singkat Kepegawaian dan umen/detail’300405996
Kepala Dinas Pelaporan hitps.//ppid jambiprov go.id/front/dok
umen/detail/300405998
. |Program / Kegiatan Rencana kerja Badan Publik Subbag Program, Sekretaris 2025 Soft Copy Selama Berlaku |https //ppid jambiprov.go idfront/dok
Kepegawaian dan umen/detail’300388968
Pelaporan -
. |Kinerja Laporan Kinerja Tahun 2024 Subbag Program, Sekretaris 2024 Soft Copy 1 Tahun https://ppid jambiprov.go.id/front/dok
Kepegawaian dan umen/detail/300388106
Pelaporan .
. |Anggaran/Keuangan |Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Subbag Program, Sekretans 2025 Soft Copy 1 Tahun https://ppid jambiprov.go.idfront/dok
(DPA), Rencana Kerja, Ringkasan R kerja |Kepegawaian dan umen/detail/300388961
dan Anggaran (RKA) dan Catatan Atas Laporan |Pelaporan https./ppid jambiprov go.id/front/dok
KBI.‘IaI‘IBHI"I (CAL.}Q. Neraca Dinas Kelelautan dan | Subbag Umum, umen/detail/300388968
Perikanan Provinsi Jambi |Keuangan dan Aset hitps.//ppid jJambiprov go id/front/dok
umen/detail’300388964
https //ppid jambiprov go id/front/dok
umen/detail/300398324
. |Informasi Publik Jumlah Permohonan Informasi Publik yang |Subbag Umum, Seokretans 2025 Soft Copy 1 Tahun https.//ppid jambiprov.go.id/front/dok
diterima, Jumlah permohonan informasi publik  |Keuangan dan Aset umen/detail’ 300405774
yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya,
jumlah permohonan informasi publik yang ditolak
. | Tugas dan Fungsi Tugas dan Fungsi di Masing - Masing Bidang  |Subbag Program, Sekretaris 2024 Soft Copy Selama Berlaku |https.//ppid jambiprov.go.id/front/dok
dan Seksi Kepegawaian dan umernv/detail/300406009
e Pelaporan e
. [LHKPN LHKPN Eselon |l dan Ill Dinas Kelautan dan Subbag Program, Sekretaris 2025 Soft Copy 1 Tahun
Perikanan Provinsi Jambi 2024 Kepegawaian dan
Pelaporan
. |Kemarau Kemarau rnpak Tap Kematian
Ikan di Keramba Jaring Apung, Ini Kata Kepala
. | Produksi Melimpah Produksi Melimpah, DKP Kesulitan Pasarkan 2019 Selama Berlaku
Hasil Perikanan
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}s. Informasi yang Diumumkan Secara Setiap Saat

Perundang - undangan

Kelautan dan Perikanan

Kepegawaian dan
Pelaporan

a. |Tata cara memperoleh |Tata cara memperoleh Informasi Publik disertai  |PPID Pelaksana Sekretaris 2025 Soft Copy Selama Berlaku  |https://ppid jambiprov.go id/front/dok
Informasi Publik informasi waktu dan syarat permohonan umen/detail/400405044
b. |Standar Operasional |1. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PPID Pelaksana Sekretaris 2025 Soft Copy Selama Berlaku |https./ppid jambiprov go.id/front/dok
Prosedur (SOP) PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK umen/detail/300404954
2. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR https.//ppid jambiprov.go.id/front/dok
(SOP) PENANGANAN KEBERATAN umen/detail/300404953
INFORMASI PUBLIK
3. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR hitps://ppid jambiprov.go.idfront'dck
(SOP) PENETAPAN dan PEMUTAKHIRAN umen/detail/300404967
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
4. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR https://ppid jambiprov go id/front/dok
(SOP) PENGUJIAN KONSEKUENSI umen/detail/300404979
INFORMAS| PUBLIK
5. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR https://ppid jambiprov.ge id/front/dok
(S0P) PENDOKUMENTASIAN INFORMASI umen/detail/300404981
PUBLIK
c. |Daftar Peraturan Berisi Peraturan Perundang - Undangan tentang |Subbag Program, Sekretaris 2025 Soft Copy Selama Berlaku | https://ppid jambiprov.go idfront/dok

umen/detail/300406077

https:/ippid jambiprov go id/front/dok
umen/detail’300406079

https://ppid jambiprov.go.id/front/dok
umen/detail’300404952

https://ppid jambiprov. go.idfront/'dok
umen/detail/300404865
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